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Dalam setiap perkawinan yang dilakukan apabila memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 pasti akan ada harta campur atau harta bersama dalam perkawinan kecuali diperjanjikan lain sebelum
perkawinan dilangsungkan dengan membuat suatu perjanjian kawin. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang dalam hal ini selaku pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat bukti akta
otentik berupa akta dalam hal adanya suatu peralihan terhadap suatu harta tak bergerak khususnya tanah dan
bangunan, akan menghadapi banyak kendala dalam pembuatan suatu akta peralihan terhadap harta bersama.
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut untuk bersikap pragmatis serta dengan tingkat keakuratan
yang tinggi dalam memeriksa setiap dokumen ataupun harus menyelidiki dengan baik posisi pihak-pihak
yang terkait yang akan melaksanakan peralihan terhadap objek tanah tersebut. Selain itu Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) harus memberikan penyuluhan hukum, menganalisa dan meneliti data yang diterima,
menyatakan dengan tegas persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dan menentukan bentuk surat
persetujuannya, karena gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidanatidak dapat dikesampingkan
jikaterjadi kelalaian yang dilakukan oleh Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam rangka membuat
suatu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap objek hartatak bergerak sebagaimana dimaksud
diatas. Untuk menjawab permasal ahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif.
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